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ABSTRAK 

Dalam era globalisasi  yang terus berkembang,  Sustainable  Development  Goals (SDGs) menjadi kerangka 

penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian suatu wilayah maupun negara. 

Pertumbuhan ekonomi digital merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan tersebut.  

Digitalisasi telah mengubah cara bisnis beroperasi,  memperluas akses pasar, serta mendorong inovasi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yang mengatur Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik, diterbitkan pada 21 Juni 2018 dengan tujuan mempercepat dan meningkatkan investasi  

serta  kegiatan  usaha  melalui  sistem perizinan  yang lebih efisien  dan transparan. 

Kata Kunci: UMKM,  NIB,  Digitalisasi, SDGs. 

ABSTRACT 

In the continuously evolving era of globalization, the Sustainable Development Goals (SDGs) have become an 

essential framework for achieving sustainable social, economic, and environmental welfare. Micro, Small, and 

Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in the economy of a region or country. The growth of the 

digital economy is one of the main pillars in realizing these goals. Digitalization has transformed the way 

businesses operate, expanded market access, and fostered innovation. Government Regulation No. 24 of 2018, 

which governs the Online Single Submission (OSS) system, was issued on June 21, 2018, with the aim of 

accelerating and enhancing investment and business activities through a more efficient and transparent 

licensing system. 
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PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi yang semakin 

berkembang, Sustainable Development Goals 

(SDGs) menjadi kerangka penting untuk menca-

pai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingku-

ngan secara berkelanjutan (Panuluh & Fitri, 

2016). SDGs terdiri dari 17 tujuan yang disepa-

kati oleh negara-negara anggota PBB, bertujuan 

untuk mengatasi tantangan global seperti 

kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan 

iklim. Salah satu fokus utama dari SDGs adalah 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif 

dan berkelanjutan,  serta menciptakan  lapangan 

kerja yang layak untuk semua (Humanika et.al, 

2023). 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu 

indikator yang sangat penting untuk menilai 

kinerja suatu perekonomian, khususnya dalam 

menganalisis  hasil  pembangunan  ekonomi  

yang telah dilakukan oleh suatu negara atau 

daerah (Umiyati, 2014). Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) merupakan komponen 

penting dalam perekonomian suatu daerah 

maupun negara. Pengembangan UMKM dapat 

memberikan kontribusi signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi negara serta membantu 

mengurangi tingkat kemiskinan di suatu negara 

(Wibowo et.al, 2015). 

Pertumbuhan ekonomi digital menjadi 

salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan 

ini. Digitalisasi telah mengubah cara bisnis 

beroperasi, memungkinkan akses yang lebih 

luas ke pasar dan memfasilitasi inovasi (Barus 

et.al, 2024). Dalam konteks ini, ekonomi   

digital   mencakup   berbagai   sektor,   termasuk   

e- commerce,  fintech, dan teknologi  informasi,  

yang semuanya berkontribusi  pada  peningkatan  

produktivitas dan efisiensi. Namun, untuk 

memanfaatkan potensi penuh dari pertumbuhan 

ekonomi digital, penting bagi pelaku usaha 

untuk memahami dan memenuhi aspek legalitas 

usaha (Prasetiasari et.al, 2023). Legalitas usaha 

merujuk pada pengakuan hukum terhadap suatu 

entitas bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan 

yang berlaku (Indrawanto, 2024).  Memiliki  

legalitas usaha tidak hanya memberikan  perlin-

dungan  hukum  tetapi  juga  meningkatkan 

kredibilitas di mata konsumen dan investor 

(Hidayat & Sari, 2024). Perlindungan yang 

diinginkan meliputi berbagai aspek, seperti 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 

penyediaan modal, pelatihan, promosi, serta 

menciptakan iklim usaha yang mendukung 

(Suci, 2017). Di Indonesia, legalitas usaha 

menjadi sangat penting bagi pelaku usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali 

menghadapi tantangan dalam mengakses  pem-

biayaan  dan  pasar.  Dengan  adanya  legalitas 

yang jelas, UMKM dapat lebih mudah menda-

patkan dukungan finansial dan memperluas 

jaringan bisnis mereka. 

Secara   keseluruhan,   integrasi   antara   

SDGs, pertumbuhan ekonomi digital, dan legali-

tas usaha sangat penting untuk menciptakan 

ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan 

(Sutadji,  2024).  Hal ini  akan  mendukung  

pencapaian  tujuan pembangunan berkelanjutan 

sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan 

pengabdian masyarakat, penulis bekerja  sama  

dengan  warga  Kelurahan  Gebang Putih dalam 

upaya mendukung pengembangan UMKM dan 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

legalitas usaha. Salah satu tantangan yang 

dihadapi pelaku usaha di Kelurahan Gebang 

Putih adalah persaingan yang semakin ketat. 

Meskipun banyak pelaku UMKM telah 

mengembangkan bisnis digital dan meman-

faatkannya dalam operasional mereka, mereka 

belum sepenuhnya memanfaatkan metode bisnis 

digital sebagai teknologi informasi, terutama 
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jejaring sosial, dan belum menyadari 

manfaatnya. Menurut Octavina & Rita (2021), 

Dengan adanya digitalisasi, pemasaran, komuni-

kasi, dan transaksi dapat dilakukan kapan saja 

dan diakses dari seluruh dunia, sehingga 

mempermudah komunikasi antara pelaku usaha 

dan konsumen. Banyak usaha kecil dan 

menengah yang tidak menyadari pentingnya hal 

ini, di mana media sosial berfungsi sebagai 

platform jejaring yang sangat penting. 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dilaksanakan oleh penulis, bertempat di rumah-

rumah pelaku UMKM di RW 04 Kelurahan  

Gebang  Putih.  Mahasiswa  KKN-T  bekerja  

sama dengan perangkat desa setempat untuk 

mengumpulkan data tentang UMKM yang ada di 

wilayah tersebut. Kegiatan pengabdian masyara-

kat ini menggunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Metode Observasi 

Menurut Hasanah (2016), Observasi adalah 

salah satu metode ilmiah empiris yang 

berlandaskan pada fakta-fakta lapangan dan 

teks, dilakukan melalui pengalaman panca 

indra tanpa adanya manipulasi. Sebagai 

bagian dari pengabdian, penulis melakukan 

survei langsung  ke setiap  rumah  pelaku  

UMKM  di RW 04 

Kelurahan Gebang Putih. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah untuk memahami kondisi 

UMKM di lapangan, terutama terkait 

kepemilikan NIB. Hasil survei menunjukkan 

bahwa masih ada pelaku UMKM yang belum 

memiliki NIB. 

b. Metode Sosialisasi 

Menurut Laia (2022) Sosialisasi adalah 

metode pembelajaran untuk memperoleh 

pengetahuan tentang norma dan nilai agar 

dapat berpartisipasi sebagai anggota 

kelompok masyarakat. Penulis menyeleng-

garakan sosialisasi tentang NIB dan manfa-

atnya. Selain itu, kami juga menawarkan 

bantuan pendampingan dalam proses pendaft-

aran NIB melalui OSS (Online Single 

Submission)  guna mempermudah para pelaku 

UMKM. 

Dari berbagai metode yang digunakan dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat, penulis 

memberikan pendampingan teknis langsung 

kepada para pelaku UMKM untuk membantu 

mereka mendaftarkan IUMK (Izin Usaha 

Mikro Kecil). Tujuannya adalah untuk 

mendorong pertumbuhan dan perkembangan 

UMKM di daerah  Kelurahan Gebang Putih. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Peraturan   Pemerintah   Nomor   24   

Tahun   2018   mengatur mengenai  Pelayanan  

Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elek-

tronik di Indonesia (Badan Pemeriksa Keua-

ngan, 2018). Peraturan ini ditetapkan pada 21 

Juni 2018 dengan tujuan untuk mempercepat 

dan meningkatkan investasi serta kegiatan 

usaha melalui  sistem  perizinan  yang  lebih  

efisien  dan  transparan. Peraturan ini  muncul  

sebagai tanggapan terhadap  kebutuhan untuk 

memperbaiki proses perizinan yang sering 

dianggap rumit dan memakan waktu. Saat ini, 

pemerintah semakin mewajibkan pelaku 

UMKM untuk memiliki  Nomor  Izin Berusa-

ha (NIB) sebagai identitas usaha, yang diperlu-

kan untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai 

dengan peraturan yang berlaku selama 

menjalankan usaha tersebut (Arrizal  & 

Sofyantoro,  2020). Keberadaan izin resmi 

yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat 

penting bagi UMKM, agar usaha yang dijalan-

kan dapat berjalan dengan lancar, berkat 

legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2022). 

Dengan adanya sistem terintegrasi secara 

elektronik, diharapkan birokrasi dapat 
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berkurang dan pelaku usaha akan lebih mudah 

dalam memperoleh izin. Penerbitan NIB 

bertujuan untuk mempermudah UMKM dalam 

mengakses berbagai bentuk dukungan, seperti 

permodalan, bantuan peralatan, dan program 

pengembangan usaha (Arsanto et.al, 2021). Di 

samping itu, NIB berfungsi sebagai dasar 

untuk pengumpulan data UMKM yang akurat,  

sehingga  penyaluran  bantuan pemerintah  

dapat dilakukan dengan lebih tepat. Pendaf-

taran NIB untuk perizinan usaha  melalui 

sistem OSS tidak dikenakan biaya  atau gratis 

(Desvia & Tan, 2021). Pada   saat   melakukan   

sosilisasi antusiasme masyarakat sedikit, 

Kurangnya antusiasme masyarakat dalam 

mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) 

disebabkan oleh kekhawatiran mengenai 

tingginya pembayaran pajak PPh serta 

kesulitan dalam memenuhi  standar kegiatan 

usaha, terutama bagi usaha yang tergolong 

dalam kategori risiko menengah tinggi dan 

rendah (Budiarto et.al, 2022). 

Penulis melakukan Kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan 

di Kelurahan Gebang Putih, dengan beberapa 

sesi kegiatan yang diadakan untuk membe-

rikan pelatihan.  Pelatihan ini bertujuan untuk 

memberikan edukasi mengenai pentin-nya 

legalitas usaha dan digitalisasi demi keber-

lanjutan UMKM yang dijalankan. 

Tahapan pertama Pendataan dan mem-

berikan pemahaman edukasi pada UMKM 

RW 04 Kelurahan Gebang Putih, penulis 

berkolaborasi  dengan  pihak  kelurahan  untuk  

mengumpulkan data terkini. Penulis juga 

melakukan identifikasi terhadap UMKM yang 

belum terdaftar sebelumnya, sehingga 

database UMKM di RW 04 Kelurahan Gebang 

Putih menjadi lebih lengkap. Dengan data 

yang akurat dan komprehensif ini, Penulis 

berharap dapat merancang program pember-

dayaan yang tidak hanya  berdampak  jangka  

pendek,  tetapi  juga  dapat meningkatkan daya 

saing UMKM dalam jangka panjang. 

 
Gambar 1. Sosialisasi NIB Pada UMKM 

Setelah  proses  pengumpulan  data,  

penulis  melakukan pendekatan lebih personal 

dengan mengunjungi setiap pelaku UMKM   

secara  langsung   ditunjukkan   pada   Gambar 

1. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan 

edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan karakteristik masing-masing usaha. 

Penulis menjelaskan secara rinci mengenai 

pentingnya NIB, manfaatnya dalam mengakses  

berbagai peluang bisnis, serta langkah-langkah 

mudah untuk memperoleh NIB. Selain itu, 

penulis juga memberikan panduan praktis 

untuk mengisi formulir NIB dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang umum diajukan.   

Sebagai bentuk dukungan terhadap   digitali-

sasi UMKM,  penulis  melakukan  pembuatan  

NIB  secara  online melalui situs  

https://oss.go.id/. 

 
Gambar 2. Pendampingan Pendaftaran NIB 

https://oss.go.id/
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Pendampingan Pendaftaran meliputi 

kelengkapan data diri, pelaku UMKM mengisi 

formulir pendaftaran dengan mencantumkan 

nomor telepon yang terdaftar di WhatsApp 

dan email pribadi atau usaha yang aktif 

ditunjuk-kan pada gambar 2. Setelah arahan  

awal  dilakukan  pelaku  UMKM  memasuk-

kan kode verifikasi yang dikirimkan melalui 

WhatsApp atau email. Selanjutnya, mereka 

perlu meleng-kapi informasi pelaku usaha, 

termasuk NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, 

dan alamat sesuai KTP. Langkah terakhir 

adalah memeriksa dengan teliti draf perizinan 

usaha sebelum diterbitkan. Setelah itu, penulis 

mengirimkan   hasil   akhir   dalam   format   

digital   melalui WhatsApp. Langkah ini tidak 

hanya mempercepat proses, tetapi juga  

mengurangi  penggunaan  kertas dan lebih 

ramah lingkungan.  Pelaku  UMKM  dapat  

menyimpan  file  NIB  di ponsel mereka untuk 

digunakan kapan saja diperlukan. Dengan cara 

ini, pelaku UMKM dapat dengan mudah 

mengakses dan menyimpan NIB mereka 

secara elektronik. NIB sangat penting dimiliki 

oleh setiap  pelaku  usaha  karena  berfungsi  

sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 

Angka Pengenal Impor (API), serta memberi-

kan akses kepabeanan yang krusial, terutama 

bagi pengusaha ekspor dan impor (Wulandari, 

2023). 

HASIL PENGABDIAN 

Tabel 1. Solusi dan pengabdian 

Masalah  Solusi Luaran  

Kurangnya kesada-

ran pada masyara-

kat terkait edukasi 

legalitas usaha 

yang perlu 

dicantumkan oleh 

pelaku bisnis 

UMKM di 

Kelurahan Gebang 

Putih. 

Penulis menga-

dakan edukasi 

mengenai 

legalitas usaha 

kepada para 

pelaku UMKM 

di Kelurahan 

Gebang Putih 

NIB 

UMKM 

Tabel 2. Perubahan yang dihasilkan dari 

kegiatan pengabdian 

Kondisi 

Awal 

Intervensi Kondisi 

Perubabahan 

Masih 

kurangnya 

pemahaman 

masyarakat 

terkait legalitas 

usaha melalui 

pendaftaran 

NIB. 

Melakukan 

edukasi dan 

pemahaman 

kepada 

masyarakat 

mengenai 

pentingnya 

legalitas usaha 

Masyarakat 

mulai 

menyadari 

pentingnya 

legalitas usaha 

dan bersedia 

untuk memiliki 

nomor induk 

berusaha (NIB) 

KESIMPULAN 

Selama   pelaksanaan   kegiatan   pengab-

dian   masyarakat   ini, penulis berkolaborasi  

dengan perangkat  desa setempat  untuk 

mengumpulkan data masyarakat yang menja-

lankan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Mene-

ngah (UMKM). Kegiatan ini menggu-nakan 

beberapa metode, termasuk observasi dan 

sosialisasi. Observasi dilakukan untuk meman-

tau kondisi lingkungan setempat dan mengeta-

hui jumlah pelaku usaha UMKM yang belum 

memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan edukasi 

kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas 

usaha. Selama sosialisasi, penulis juga 

menawarkan bantuan pendaftaran NIB kepada 

masyarakat yang memiliki bisnis UMKM. 

Dalam kegiatan ini, penulis dibimbing 

oleh ibu-ibu KSH untuk mengunjungi 

masyarakat yang memiliki bisnis UMKM tetapi 

belum memiliki legalitas usaha. Kegiatan ini 

diterima positif oleh masyarakat setempat 

sebagai sarana edukasi awal untuk pengemba-

ngan usaha melalui pendaftaran NIB. Namun, 

masih ada beberapa pelaku bisnis UMKM yang 

enggan memiliki legalitas usaha karena 

khawatir harus membayar pajak. 

Dari hasil kegiatan, penulis berharap 

masyarakat setempat dapat lebih memahami 
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pentingnya legalitas usaha. Jika kegiatan ini 

berkembang, para pelaku bisnis UMKM dapat 

mendaftarkan usahanya pada aplikasi e-katalog 

sehingga produk mereka dapat dijual melalui 

platform marketplace. 
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